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Abstract

The study explore the relationship between road and spending infrastructure with tax capacity in Indonesia. Using
stochastic frontier analysis method and tax revenue data of 34 provinces in 2011–2016, this study confirms positive
relationship between infrastructure spending and central and local tax capacity, while the availability of road
infrastructure has positive significant impact only on local tax capacity. The level of income and education indicates a
positive significantly effect both on central and local tax capacity. However, the greater the dominance of the agricultural
sector in the economy tends to reduce central tax capacity. Similarly, tax administration factors affect central tax
capacity positively.
Keywords: central taxes; local taxes; infrastructure spending; road infrastructure; tax capacity

Abstrak
Penelitian ini berusaha mengeksplorasi hubungan antara infrastruktur jalan dan belanja infrastruktur
dengan tax capacity di Indonesia. Dengan menggunakan metode stokastik frontier dan data penerimaan
pajak mencakup 34 provinsi pada 2011–2016, hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara belanja
infrastruktur dengan tax capacity pajak pusat maupun daerah, sedangkan ketersediaan infrastruktur hanya
berpengaruh positif dan signifikan pada tax capacity pajak daerah. Tingkat pendapatan dan pendidikan
masyarakat secara signifikan menunjukkan pengaruh positif, baik terhadap tax capacity pajak pusat maupun
daerah. Akan tetapi, semakin besar dominasi sektor pertanian dalam perekonomian cenderung mengurangi
tax capacity pajak pusat di provinsi tersebut. Demikian halnya faktor administrasi perpajakan berpengaruh
positif terhadap tax capacity pajak pusat.
Kata kunci: pajak pusat; pajak daerah; belanja infrastruktur; infrastruktur jalan; tax capacity

Kode Klasifikasi JEL: H20; H54

Pendahuluan

Penelitian terkait tax capacity pada dasarnya mem-
bahas variasi dari basis pajak suatu wilayah. Tax
capacity didefinisikan sebagai kemampuan peme-
rintah untuk meningkatkan penerimaan pajak me-
nurut faktor-faktor struktural yang memengaru-

∗Alamat Korespondensi: Program Pascasarjana Ilmu Ekono-
mi, Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojoha-
dikusumo, Depok, Jawa Barat 16424. E-mail: d.andriany@gmail.
com.

hi, misalnya tingkat pembangunan ekonomi dan
kemampuan masyarakat untuk membayar pajak
(Chelliah, 1971). Penerimaan pajak antarwilayah
akan berbeda, bergantung pada tax capacity dan tax
effort masing-masing wilayah. Variasi tax capacity
antarnegara akan sangat bergantung pada kondisi
struktural masing-masing negara (Brun dan Diakite,
2016; Le et al., 2012).

Terdapat beragam faktor, baik ekonomi maupun
non-ekonomi, yang memengaruhi tax capacity. Sa-
lah satu faktor tersebut adalah jenis belanja publik
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yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk belanja
publik di antaranya investasi infrastruktur yang
diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat serta
memberikan kontribusi pada perekonomian guna
mendorong pertumbuhan. Penyediaan infrastruk-
tur yang memadai mempunyai peranan vital dalam
proses percepatan pembangunan dan pencapaian
produktivitas lebih tinggi (Calderón dan Servén,
2004). Dalam laporan World Bank (1994) menyebut-
kan bahwa 1% peningkatan stok infrastruktur akan
meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebe-
sar 1%. Infrastruktur memberikan dampak multipli-
katif pada perekonomian di suatu negara dan meng-
hasilkan eksternalitas positif pada sektor swasta,
serta berkontribusi pada kesejahteraan rumah tang-
ga dan produktivitas perusahaan. Eksternalitas ter-
sebut di antaranya menyediakan akses produsen
kepada faktor-faktor produksi; mengurangi ham-
batan pergerakan barang, jasa, dan individu pelaku
ekonomi; serta meningkatkan akses menuju pasar
barang dan jasa. Sebagaimana hasil kajian Yoshino
dan Abidhadjaev (2016) yang menunjukkan bahwa
infrastruktur jalan memegang peranan penting da-
lam menunjang konektivitas dan keterhubungan
antarwilayah.

Akan tetapi, dampak infrastruktur terhadap akti-
vitas ekonomi di suatu daerah relatif ambigu. Hal
ini dapat disebabkan terjadinya pergeseran bebera-
pa aktivitas ekonomi dari daerah tersebut menuju
daerah perkotaan terdekat sebagai akibat terjadi-
nya penurunan biaya transportasi. Oleh karena itu,
dampak sesungguhnya dari infrastruktur terhadap
output agregat dan pendapatan masih menjadi per-
tanyaan empiris (Chandra dan Thompson, 2000). Se-
cara umum, literatur-literatur menunjukkan bahwa
infrastruktur jalan memberikan kontribusi pada per-
ekonomian melalui (1) peningkatan produktivitas
secara keseluruhan; (2) percepatan spillover teknolo-
gi di antara agen ekonomi, dan (3) peningkatan pro-
fitabilitas dari bisnis yang terhubung (mengurangi
biaya perdagangan dan meningkatkan penjualan

melalui perubahan cakupan wilayah). Pada bebera-
pa penelitian lainnya menunjukkan bahwa secara
agregat, perbaikan infrastruktur dapat meningkat-
kan produktivitas, mendorong investasi swasta,
dan memfasilitasi perdagangan nasional dan inter-
nasional (Bougheas et al., 1999; Cavallo dan Daude,
2008). Calderon et al. (2015) mengestimasi bahwa
peningkatan penyediaan infrastruktur sebanyak
10% akan meningkatkan output per tenaga kerja
sebanyak 1% pada jangka panjang.

Dampak dari ketersediaan infrastruktur lainnya
adalah dampak spasial terhadap aktivitas ekonomi,
misalnya pembangunan jaringan jalan yang eksten-
sif di Cina sejak 1990. Kota besar yang berlokasi di
pusat jaringan jalan mengalami pertumbuhan lebih
cepat dan menciptakan spesialisasi pada industri
jasa dan manufaktur. Sementara itu, daerah lainnya
sebagai pemasok kebutuhan, tumbuh relatif lebih
lambat dan terspesialisasi pada sektor pertanian
(Baum-Snow et al., 2016). Secara umum, pengaruh
infrastruktur jalan antarwilayah terhadap pereko-
nomian regional bervariasi antarwilayah dengan
wilayah yang mendapatkan manfaat utama ada-
lah daerah yang memiliki kedekatan dengan kota
besar atau kota dengan tingkat urbanisasi tertentu
(Rephann dan Isserman, 1994).

Bukti empiris Chandra dan Thompson (2000)
menunjukkan hasil inkonklusif pengaruh dari pem-
bangunan infrastruktur jalan pada level agregat.
Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa
pembangunan jalan memiliki dampak yang ber-
beda antar-industri. Beberapa industri mengalami
perkembangan dengan berkurangnya biaya trans-
portasi, sementara industri lainnya mengalami pe-
nyusutan dalam jumlah sebagai akibat adanya relo-
kasi kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur
jalan meningkatkan aktivitas ekonomi pada wi-
layah yang dilalui dan mengurangi aktivitas di
daerah lainnya. Hal serupa juga ditunjukkan dalam
penelitian Banerjee et al. (2012), bahwa infrastruktur
dapat memberikan manfaat besar pada perekono-
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mian secara keseluruhan, akan tetapi manfaat an-
tarwilayahnya akan berbeda dan tergantung pada
faktor mobilitas.

Penelitian di Indonesia belum banyak membahas
mengenai hubungan antara infrastruktur dan tax
capacity. Alfirman (2003) menggunakan data tahun
1996 sampai 1999 untuk menunjukkan bagaima-
na perbedaan struktural antara wilayah Jawa dan
Bukan Jawa memengaruhi tax capacity di masing-
masing wilayah. Namun, penelitian ini lebih me-
nekankan pada estimasi besaran tax capacity untuk
jenis pajak daerah dan properti. Adapun variabel
penjelas yang digunakan tidak memasukkan va-
riabel infrastruktur sehingga dapat menimbulkan
ommitted variable bias. Pemilihan infrastruktur jalan
ini berdasarkan bahwa jalan merupakan investa-
si sektor publik yang klasik yang cukup menda-
pat perhatian terutama dalam penelitian terkait
pertumbuhan ekonomi (Barro dan Sala-i-Martin,
1995). Wardana (2017) dalam penelitiannya meng-
gunakan data cross-section tahun 2011 pada level
kota/kabupaten tentang pengaruh infrastruktur jal-
an terhadap kinerja pajak dengan menggunakan
indikator tax ratio dan belum menunjukkan bukti
yang signifikan.

Salah satu kelemahan penelitian sebelumnya ada-
lah penggunaan data cross-section. Hal ini dapat
menimbulkan bias yang disebabkan oleh tidak ter-
kontrolnya unobserved heterogeneity, yang salah satu
sumber unobserved heterogenity misalnya pengaruh
kondisi wilayah yang bervariasi. Oleh karenanya,
penelitian ini berusaha untuk mengatasi kekurang-
an dari penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk
memperoleh hasil estimasi yang lebih baik melalui
penggunaan metode yang dianggap lebih relevan
yaitu metode stochastic frontier analysis (SFA) untuk
data panel yang diadopsi dari penelitian Battese
dan Coelli (1992). Periode penelitian yang akan di-
gunakan adalah tahun 2011 hingga 2016 dengan
mencakup 34 provinsi. Penggunaan SFA ini dirasa
lebih intuitif dan lebih relevan ditinjau dari segi

kebijakan dalam mengukur potensi atau kapasitas
pajak. Pengukuran tax capacity menggunakan pen-
dekatan regresi yang lazim digunakan di sebagian
penelitian, lebih mirip dengan pendekatan untuk
mengetahui tingkat pencapaian rata-rata peneri-
maan dari sejumlah determinan dibanding dengan
indikasi dari potensi maksimum. Secara eksplisit,
tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengeksplo-
rasi hubungan antara ketersediaan infrastruktur
dalam hal kualitas dan kuantitas, dengan tax ca-
pacity untuk jenis pajak pusat dan daerah; dan (2)
mengidentifikasi hubungan antara belanja peme-
rintah, khususnya terkait infrastruktur, dengan tax
capacity untuk jenis pajak pusat dan daerah.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat pe-
ngaruh infrastruktur jalan yang berbeda terhadap
tax capacity pajak pusat dan daerah. Faktor ekono-
mi dan demografi memiliki hubungan signifikan
dengan tax capacity, baik pajak pusat maupun da-
erah. Pendapatan per kapita berhubungan positif
dan signifikan dengan tax capacity. Rasio Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian
terhadap PDRB berhubungan negatif dengan tax
capacity pajak pusat, dan sebaliknya berhubungan
positif dengan tax capacity pajak daerah.

Artikel ini selanjutnya disusun sebagai berikut:
bagian kedua membahas tinjauan literatur, bagian
ketiga membahas metode, sementara hasil dan ana-
lisis disajikan pada bagian keempat. Bagian kelima
menyajikan kesimpulan dan saran untuk penelitian
selanjutnya sekaligus menjadi penutup dari artikel
ini.

Tinjauan Literatur

Tax capacity didefinisikan sebagai kemampuan hipo-
tetik suatu pemerintahan dalam rangka pemungut-
an pajak dengan memperhatikan basis pajak yang
tersedia saat ini (Bahl, 1971). Ukuran tax capacity
yang lazim digunakan adalah rasio penerimaan
pajak terhadap output perekonomian pada tahun
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tertentu yang sama. Penggunaan rasio ini sangat
beralasan terutama untuk menunjukkan kecende-
rungan atau membandingkan kinerja penerimaan
pajak antarwilayah yang memiliki struktur ekonomi
dan tingkat pendapatan yang sama (Le et al., 2012).
Dengan kata lain, tax capacity terdiri dari komponen
penerimaan pajak dan output perekonomian.

Secara teoretis, investasi skala besar pada infra-
struktur publik akan memberikan kontribusi ter-
hadap aktivitas ekonomi. Akan tetapi, penelitian
empiris yang mendukung hipotesis ini relatif tidak
konklusif. Infrastruktur secara umum adalah kon-
sep sosial dari kategori input produksi yang mem-
berikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi,
baik melalui peningkatan produktivitas ataupun
amenities, yang pada akhirnya meningkatkan kua-
litas kehidupan masyarakat (Ghosh dan De, 2004).
Ketiadaan infrastruktur di suatu wilayah dapat
menyebabkan rendahnya efisiensi produksi pereko-
nomian di wilayah tersebut (Munnell, 1991). Selain
itu, infrastruktur merupakan penciri berhasil atau
tidaknya suatu sistem ekonomi (Hall dan Jones,
1996).

Secara umum, infrastruktur ekonomi adalah kon-
sep sosial dari beberapa kategori khusus input eks-
ternal yang memberikan kontribusi terhadap pem-
bangunan ekonomi, baik melalui peningkatan pro-
duktivitas maupun penyediaan fasilitas, yang dapat
meningkatkan kualitas hidup. Infrastruktur ekono-
mi, salah satunya adalah jalan, memiliki orientasi
utama untuk mendukung secara langsung aktivitas
produktif atau pergerakan barang dan jasa ekonomi.
Todaro dan Smith (2011) menyebutkan bahwa pem-
bangunan infrastruktur akan meningkatkan intensi-
tas aktivitas ekonomi sebagai akibat berkurangnya
waktu dan biaya sehingga mendorong peningkatan
keuntungan usaha dari agen ekonomi. Lebih lanjut,
Straub (2008) membagi hubungan antara infrastruk-
tur dan pertumbuhan ekonomi menjadi hubungan
langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung
yang dimaksud adalah infrastruktur memperku-

at perekonomian melalui perannya sebagai input
intermediate pada struktur pasar dan dengan sifat-
nya sebagai barang publik yang dapat dikonsumsi
secara bebas. Di samping itu, efisiensi pasar seba-
gai hasil dari eksternalitias infrastruktur diyakini
adalah efek tidak langsung dari infrastruktur terha-
dap perekonomian. Hasil penelitian Ghosh dan De
(2004) menunjukkan bahwa jenis infrastruktur yang
merupakan faktor penentu tingkat pembangunan
di suatu wilayah adalah infrastruktur fisik, di anta-
ranya sistem transportasi. Perbaikan infrastruktur
diharapkan dapat mendorong ekonomi menjadi
lebih efisien dengan mengurangi jumlah waktu
dan energi yang dibutuhkan untuk mengatasi jarak
antara produsen, konsumen, dan tenaga kerja.

Infrastruktur fisik, khususnya infrastruktur trans-
portasi, memberikan kontribusi positif kepada pem-
bangunan ekonomi melalui penciptaan efek peng-
ganda multiplier investasi, lapangan kerja, dan out-
put per tenaga kerja (Gibbons et al., 2017). Graham
(2007) menunjukkan manfaat lebih luas dari infras-
truktur, di antaranya melibatkan efek peningkatan
total faktor produksi sebagai akibat dari aglomerasi
ekonomi. Dalam kasus yang lebih jarang, infrastruk-
tur transportasi dapat menghambat suatu wilayah
dengan menguras sumber dayanya dalam proyek
transportasi yang tidak produktif. Ketersediaan
infrastruktur yang lebih baik menunjukkan ekster-
nalitas positif untuk pembangunan di suatu negara.
Hal ini mendorong perluasan basis pajak dan se-
lanjutnya meningkatkan tax capacity. Oleh karena
itu, dengan semakin tinggi tingkat ketersediaan in-
frastruktur, akan semakin tinggi pula jumlah pajak
yang dapat dipungut (Bahl, 1971; Garg et al., 2017).

Di samping faktor infrastruktur yang telah dije-
laskan sebelumnya, determinan lain yang menen-
tukan output perekonomian di antaranya struktur
perekonomian, struktur demografi, dan tingkat par-
tisipasi angkatan kerja employment. Semakin tinggi
tingkat pembangunan di suatu daerah, yang di-
ukur dengan PDRB per kapita, akan mendorong

Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018, hlm. 33–50



Andriany, D. & Qibthiyyah, R. M. 37

peningkatan tax capacity (Bahl, 1971; Garg et al.,
2017). Tingkat pembangunan dihipotesiskan berni-
lai positif yang mengindikasikan bahwa semakin
kaya suatu provinsi, semakin tinggi tax capacity pro-
vinsi tersebut. Dari faktor demografi, Langford dan
Ohlenburg (2016) menunjukkan bahwa semakin
terdidik tenaga kerja, semakin besar nilai tambah
bagi perekonomian. Hal ini disebabkan oleh se-
makin membesarnya sektor formal dan kelompok
masyarakat berpendapatan tinggi.

Sementara itu, penerimaan pajak dipengaruhi
oleh basis dan tarif pajak. Basis pajak yang lebih lu-
as menyebabkan potensi pajak yang lebih besar dan
pada hakekatnya adalah output dari perekonomian
sehingga terdapat kesamaan dalam hal faktor yang
memengaruhi penerimaan pajak. Penerimaan pajak
di antaranya dipengaruhi oleh tingkat pembangun-
an, struktur perekonomian, struktur demografi, dan
kelembagaan (Le et al., 2012). Indikator tingkat pem-
bangunan yang secara umum digunakan adalah
tingkat pendapatan. Beberapa penelitian menun-
jukkan hubungan bahwa semakin tinggi tingkat
pendapatan suatu negara, akan menyebabkan pe-
ningkatan penerimaan pajak (Bahl, 1971; Garg et al.,
2017; Le et al., 2012). Untuk jenis pajak pertambahan
nilai (PPN), tingkat output perekonomian juga akan
memengaruhi penerimaan pajak. Pada saat tidak
diberlakukannya exemption, penerimaan PPN akan
mencapai nilai maksimum, yaitu sebesar tarif pajak
terhadap PDB (Tijerina-Guajardo dan Pagán, 2000).

Tax capacity mungkin juga tergantung pada ke-
mudahan pemungutan pajak (tax handle). Struktur
perekonomian memengaruhi tingkat kemudahan
pemungutan pajak. Sebagai contoh, berkurangnya
sektor informal akan memperluas basis pajak, per-
tumbuhan perusahaan yang lebih besar mendorong
peningkatan kepatuhan, dan perluasan sektor fi-
nansial mendorong prosedur akuntansi transparan
yang memfasilitasi atau mempermudah penghi-
tungan pajak (Langford dan Ohlenburg, 2016). Per-
ekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian

rakyat cenderung berpengaruh negatif terhadap
penerimaan pajak, terutama PPN dengan sebagian
besar pengecualian diberikan pada output sektor
ini. Semakin besar sektor pertanian, akan memili-
ki hubungan negatif dengan tax capacity. Hal ini
disebabkan sebagian besar barang-barang produk-
si pertanian termasuk pada kategori barang yang
dikecualikan (exemption) sehingga potensi pajak,
khususnya PPN, akan berkurang. Selain itu, hu-
bungan negatif antara sektor pertanian dengan tax
capacity adalah karena sifatnya hard-to-tax dengan
sebagian besar pelaku tergolong pada sektor in-
formal. Berbeda halnya dengan tax capacity Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang terma-
suk di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
perdesaan dan perkotaan, sektor pertanian dapat
memiliki hubungan langsung dan positif. Jika sek-
tor pertanian mendominasi perekonomian suatu
provinsi, akan meningkatkan nilai properti, khusus-
nya tanah, dan lebih lanjut meningkatkan potensi
PBB khususnya (Alfirman, 2003).

Indikator lainnya yang dapat digunakan adalah
faktor employment (partisipasi angkatan kerja) da-
lam perekonomian yang dapat berpengaruh positif
atau negatif terhadap penerimaan pajak. Faktor ini
menggambarkan basis pajak dan tingkat kemudah-
an dalam pemungutan pajak. Hal ini tergantung
dari dominasi di mana sektor tenaga kerja berada.
Semakin besar proporsi tenaga kerja yang bekerja
di sektor informal ataupun sektor yang sulit dipa-
jaki, misal sektor pertanian, maka pengaruh dari
tenaga kerja adalah negatif. Demikian sebaliknya,
semakin tinggi proporsi tenaga kerja pada sektor
formal akan memberikan pengaruh positif terhadap
penerimaan pajak.

Faktor demografi, di antaranya tingkat kepadat-
an penduduk dan pendidikan, akan berpengaruh
terhadap basis pajak. Kepadatan penduduk yang
tinggi akan mendorong pertumbuhan kegiatan eko-
nomi informal, dan dengan sifatnya yang sulit
untuk dipajaki akan mempersempit basis pajak
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(Mkandawire, 2010). Shin (1969) menunjukkan bah-
wa hubungan positif antara kepadatan penduduk
dengan penerimaan pajak dapat disebabkan ada-
nya peningkatan konsumsi dan penjualan. Selain
itu, dari sisi upaya pemungutan pajak, penduduk
yang terkonsentrasi pada suatu wilayah akan me-
mudahkan dalam proses pemungutan pajak, dan
karena kedekatan antara penduduk, maka infor-
masi mengenai transaksi ekonomi menjadi lebih
jelas sehingga mengurangi biaya pemungutan pa-
jak (Kau dan Rubin, 1981). Oleh karena itu, faktor
demografi relatif ambigu.

Selain memengaruhi tingkat output, tingkat pen-
didikan juga dapat memengaruhi basis pajak. Ting-
kat pendidikan dapat merefleksikan seberapa mu-
dah pemungutan pajak dapat dilakukan (Alfirman,
2003). Berbeda dengan Pessino dan Fenochietto
(2010) yang menunjukkan bahwa variabel pendi-
dikan ini bersifat ambigu. Di satu sisi orang terdidik
akan lebih mudah memahami urgensi membayar
pajak sehingga dapat memperluas basis pajak. A-
kan tetapi di sisi lain, orang yang terdidik akan le-
bih memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara
menghindari membayar pajak, atau dengan kata
lain dapat berdampak negatif terhadap basis pajak
sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh tingkat
pendidikan terhadap basis pajak adalah ambigu.

Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja ter-
hadap basis pajak relatif sama dengan pengaruh
struktur perekonomian. Semakin tinggi partisipasi
tenaga kerja di sektor informal, maka pengaruh
tingkat partisipasi angkatan kerja adalah negatif.
Demikian sebaliknya, dengan berkurangnya sektor
informal dapat mendorong terjadinya perluasan ba-
sis pajak. Faktor yang cukup penting menentukan
penerimaan pajak yaitu tingkat kepatuhan masya-
rakat terhadap regulasi perpajakan (tax compliance).
Fauvelle-Aymar (1999) dalam kerangka teoretisnya
menyatakan bahwa besaran penerimaan pajak yang
dapat dipungut oleh suatu negara dengan sistem
perpajakan tertentu akan sangat tergantung pada

tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan kata lain,
kemampuan pemerintah untuk mendorong kepa-
tuhan masyarakat dalam hal membayar pajak me-
nunjukkan kapasitas pemerintah untuk membatasi
terjadinya erosi pada basis pajak. Terdapat kaitan
antara tingkat kepatuhan dengan ketersediaan in-
frastruktur. Menurut Bird et al. (2014), kepatuhan
masyarakat untuk membayar pajak akan mening-
kat seiring dengan ketersediaan infrastruktur yang
memadai, yang pada akhirnya akan meningkatkan
penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara sederha-
na Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual
yang diajukan dalam penelitian ini untuk mengu-
ji hubungan antara infrastruktur jalan dengan tax
capacity. Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa
pembangunan infrastruktur jalan dapat memiliki
hubungan dengan tax capacity, khususnya pene-
rimaan negara, yaitu dengan memengaruhi basis
pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi sektor
privat. Adapun aktivitas pemerintah, yaitu belanja
pemerintah secara langsung, memengaruhi peneri-
maan pajak pada jangka pendek.

Berdasarkan kewenangan pemungut-
an/pengelolaan pajak terbagi menjadi pajak
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah. Pajak yang pemungutan dan pengelola-
annya menjadi kewenangan pemerintah pusat,
atau secara khusus Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
disebut dengan Pajak Pusat, sedangkan pajak
yang pemungutan dan pengelolaannya menjadi
kewenangan pemerintah daerah disebut dengan
Pajak Daerah. Berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis
pajak yang termasuk dalam ruang lingkup pajak
pusat dikelola oleh DJP meliputi Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea
Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan (PBB
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Gambar 1: Diagram Konseptual
Sumber: Penulis

P3). Pemerintah pusat memberikan perluasan
objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta
memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu
pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun
pembagiannya tersaji pada Tabel 1. Sementara itu,
retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan,
yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan
retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum
yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan
atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau kelompok usaha.

Beberapa penelitian yang mempelajari kontribusi
dari ketersediaan barang modal publik terhadap
output suatu wilayah telah menunjukkan dampak
dari investasi transportasi. Garcia-Milà dan McGui-
re (1992) menemukan bahwa semakin tinggi belanja
infrastruktur jalan, akan mendorong peningkatan
output dari perekonomian di wilayah tersebut. Ting-
kat kepadatan jalan atau rasio panjang jalan terha-
dap luas wilayah berhubungan positif, baik dengan

kesempatan kerja khususnya di sektor manufaktur
maupun kesempatan kerja secara keseluruhan, dan
akan meningkatkan produktivitas perekonomian di
wilayah tersebut (Carlino dan Mills, 1987; Carlino
dan Voith, 1992). Hal tersebut didukung temuan
Thoung et al. (2015) yang menunjukkan bahwa ter-
dapat bukti kuat adanya pengaruh infrastruktur
jalan dengan peningkatan produktivitas di negara-
negara Eropa. Holtz-Eakin (1992) menyanggah te-
muan tersebut dan berpendapat bahwa dampak
positif ketersediaan barang modal publik muncul
karena penelitian yang dilakukan tidak memperhi-
tungkan endogenitas dari ketersediaan barang mo-
dal publik. Bagaimana pun juga, wilayah yang lebih
produktif dapat dengan mudah mengalokasikan be-
lanja lebih besar pada barang modal publik. Dengan
mengontrol variabel unobserved, misal karakteristik
spesifik dari masing-masing wilayah, Holtz-Eakin
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara
barang modal publik secara agregat dengan pro-
duktivitas sektor swasta. Hal tersebut didukung
oleh penelitian Evans dan Karras (1994). Peneliti-
an Chandra dan Thompson (2000) menunjukkan
bahwa secara umum, pembangunan infrastruktur
jalan baru dapat meningkatkan perekonomian yang
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Tabel 1: Jenis-jenis Pajak Daerah Menurut Kewenangan

Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak Kendaraan Bermotor a. Pajak Hotel
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor b. Pajak Restoran
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor c. Pajak Hiburan
d. Pajak Air Permukaan d. Pajak Reklame
e. Pajak Rokok e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: DJP (2012)

diukur dengan total penghasilan atau output di wila-
yah tersebut. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut
juga menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas
ekonomi sebagai akibat pembangunan jalan baru
tidak terjadi di daerah nonmetropolitan.

Beberapa penelitian berusaha menjelaskan hu-
bungan antara ketersediaan infrastruktur terhadap
perekonomian dengan menggunakan data level pro-
vinsi di Indonesia, di antaranya Vidyattama (2007),
Maryaningsih et al. (2014), dan Yudhistira dan Sofi-
yandi (2018). Vidyattama (2007) dan Maryaningsih
et al. (2014) memaparkan bahwa infrastruktur trans-
portasi yang diukur sebagai rasio panjang jalan
terhadap jumlah penduduk di Indonesia memiliki
dampak positif terhadap pertumbuhan PDB per ka-
pita. Hal senada juga disimpulkan oleh Yudhistira
dan Sofiyandi (2018), bahwa akses atau kedekatan
dengan infrastruktur transportasi, dalam hal ini
pelabuhan, selain memberikan pengaruh positif ter-
hadap PDB per kapita juga berpengaruh terhadap
produktivitas tenaga kerja.

Sementara itu, penelitian yang mempelajari seca-
ra spesifik mengenai hubungan antara penyediaan
infrastruktur terhadap tax capacity di suatu wilayah
relatif terbatas, salah satu di antaranya Garg et al.
(2017) yang menggunakan kerapatan jalan (panjang
jalan per luas wilayah) sebagai salah satu variabel
eksogen untuk menerangkan tax capacity di 14 ne-
gara bagian utama di India. Hasil penelitian terse-
but memberikan kesimpulan bahwa belum cukup

bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara
infrastruktur dengan tax capacity meskipun terda-
pat kecenderungan berkorelasi positif. Penelitian
di Portugal menunjukkan bahwa dampak inves-
tasi infrastruktur jalan terhadap investasi swasta,
kesempatan kerja, dan output adalah positif (Pere-
ira dan Andraz, 2011). Pada level agregat jangka
panjang, dengan memperhatikan tarif efektif pajak
yang berlaku, penerimaan pajak akan meningkat
melebihi nilai investasi awal pembangunan jalan
sehingga invetasi pada infrastruktur jalan akan
memperoleh imbal balik sepanjang jalan tersebut
digunakan.

Penelitian Wardana (2017) dengan mengguna-
kan data cross section level kabupaten/kota tahun
2011 menunjukkan bahwa infrastruktur transporta-
si mempunyai hubungan positif yang signifikan de-
ngan jumlah individual maupun perusahaan yang
melakukan pembayaran pajak. Dengan kata lain,
infrastruktur transportasi mendorong perluasan ba-
sis pemajakan. Kelemahan penelitian ini terletak
pada penggunaan data cross-section sehingga tidak
menangkap unobserved heterogenity. Selain itu, me-
tode estimasi dengan regresi linier kurang dapat
menangkap isu tentang tax capacity maupun tax
effort.

Sementara itu, beberapa penelitian meneliti hu-
bungan yang lebih sempit, yaitu hubungan antara
infrastruktur dan penerimaan pajak, di antaranya
dilakukan untuk mengevaluasi suatu infrastruktur
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tertentu. Yoshino dan Pontines (2015) memberikan
kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur ja-
lan raya berdampak signifikan terhadap penerima-
an pajak penghasilan perusahaan, pajak properti,
dan pungutan lainnya. Hasil penelitian ini memper-
kuat hipotesis adanya pengaruh spillover di antara
wilayah yang berdekatan dan antarwaktu pada
pembangunan STAR Highway di Filipina. Akan teta-
pi, penelitian ini tidak dapat menangkap unobserved
heterogeniety yang disebabkan oleh penggunaan da-
ta cross-section.

Penelitian lainnya yang juga menggunakan meto-
de difference-in-difference adalah penelitian mengenai
dampak investasi infrastruktur kereta cepat Kyushu
(Kyushu High Speed Rail Line) terhadap penerimaan
pajak (Yoshino dan Abidhadjaev, 2016). Penelitian
pada studi kasus ini menunjukkan adanya hubung-
an kausalitas positif, yaitu dengan terciptanya akses
atau konektivitas dengan kota besar di sekitarnya.
Peningkatan penerimaan pajak di sekitar area pem-
bangunan infrastruktur tersebut juga menunjukkan
adanya efek spillover. Hasil penelitian menunjukkan
penerimaan pajak penghasilan perusahaan cende-
rung lebih rendah dibandingkan penerimaan pajak
individu pada periode pembangunan infrastruk-
tur dilakukan. Namun, pengaruh tersebut berubah
menjadi lebih besar setelah infrastruktur tersebut
rampung (Yoshino dan Abidhadjaev, 2016). Peneli-
tian Yoshino dan Abidhadjaev (2016) dan Yoshino
dan Pontines (2015) bersifat studi kasus, memili-
ki keterbatasan dalam hal penggunaan variabel
kontrol, dan periode data yang terbatas, dapat me-
nimbulkan bias estimasi.

Metode

Strategi empiris penelitian ini merujuk pada konsep
bahwa komponen dari tax capacity adalah peneri-
maan pajak dan output sehingga model empiris
mendekomposisikan variabel yang memengaru-
hi penerimaan pajak dan output. Sebagai contoh,

output dipengaruhi oleh pendapatan, kondisi struk-
tural, populasi, dan infrastruktur. Sementara itu,
penerimaan pajak dipengaruhi oleh perubahan ba-
sis pajak, kepatuhan pajak, dan tarif pajak. Dengan
kata lain, pendekatan empiris yang dilakukan ada-
lah mengestimasi persamaan reduced-form dengan
tax capacity tergantung pada variabel-variabel yang
berpotensi memengaruhi penerimaan pajak dan
output.

Dalam penelitian ini, penulis mengembangkan
tax frontier untuk dua jenis pajak, yaitu pajak daerah
dan pusat. Pajak daerah, termasuk di dalamnya re-
tribusi daerah, pada dasarnya adalah semua pajak
yang dikendalikan dan dipungut oleh pemerintah
daerah, dengan komponen terbesar berasal dari
pajak penjualan atau pembangunan. Dengan mem-
pertimbangkan bahwa Indonesia telah mengalami
perubahan besar dalam sistem pemerintahannya se-
jak 2001 dengan penerapan desentralisasi, di antara-
nya desentralisasi fiskal, salah satu konsekuensinya
adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan
lebih besar untuk mengatur dan memungut peneri-
maan daerahnya, khususnya dari jenis pajak. Dalam
analisis ini, asumsi yang digunakan adalah bahwa
ketersediaan jalan sifatnya eksogen atau tidak ber-
hubungan dengan kondisi ekonomi tahun-tahun
sebelumnya.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menggunakan
pendekatan stochastic frontier analysis (SFA) yang
digunakan oleh Battese dan Coelli (1992) dengan
mengacu pada penelitian Garg et al. (2017), dengan
pertimbangan bahwa teknik ini yang lebih intuitif
dan lebih relevan ditinjau dari segi kebijakan dalam
mengukur potensi pajak. SFA dapat digunakan un-
tuk membangkitkan stochastic tax frontier, dengan
mendefinisikan potensi maksimum tax-to-GDP ratio
terhadap sejumlah determinan input dan faktor
lingkungan. Sebagian besar literatur empiris mela-
kukan estimasi tax capacity dengan menggunakan
pendekatan regresi, baik menggunakan data cross-
section ataupun panel, yaitu dengan meregresikan
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tax-to-GDP ratio terhadap sejumlah determinan tax
capacity.

Tax ratio, sebagai output dari kebijakan pemerin-
tah, dapat dipersamakan dengan hasil produksi
dari beragam input. Input yang dimaksud adalah
faktor-faktor yang menentukan penerimaan pajak,
misal basis pajak, tarif pajak, dan lainnya. Oleh
karena itu, tax frontier relatif sama dengan peru-
musan production frontier. Secara teori, kemiripan
antara masalah yang dihadapi perusahaan (dalam
memproduksi output) dan masalah yang dihadapi
pemerintah (dalam menghasilkan penerimaan pa-
jak) adalah berhubungan dengan inefisiensi. Pada
kasus fungsi produksi, output dihasilkan dari bebe-
rapa input seperti tenaga kerja, modal, dan faktor
lainnya. Determinan dari output dalam hal ini sa-
ngat jelas. Hal tersebut berbeda untuk estimasi tax
frontier, bahwa determinan dari output kurang jelas.
Output dalam hal ini adalah tax ratio yakni produk
dari kombinasi input, di antaranya basis pajak, tarif
pajak, dan lainnya. Tarif pajak pusat antardaerah
adalah sama dengan basis pajak bervariasi sehingga
permasalahan dalam penelitian empiris terkait tax
ratio menjadi lebih sempit yaitu menjadi analisis ba-
sis pajak. Stochastic frontier untuk data panel adalah
sebagai berikut:

Yit = f (Xit)vit exp(uit) (1)

Persamaan (1) menunjukkan penerimaan pajak
yang dipungut oleh administrasi perpajakan di sua-
tu negara. Analisis stokastik frontier menggunakan
asumsi bahwa suatu sistem administrasi perpajak-
an hanya mampu memungut pajak kurang dari
nilai optimumnya. Hal ini disebabkan adanya ine-
fisiensi (vit). Jika vi = 1, administrasi pajak akan
memungut penerimaan pajak sejumlah nilai op-
timumnya, dengan menggunakan input Xit yang
menggambarkan basis pajak, dan f (Xit) menggam-
barkan fungsi produksi. Selain itu, pemungutan
pajak Yit juga dipengaruhi oleh random shock (uit)
yang juga merefleksikan faktor measurement errors

ataupun mispesification model. Dengan melakukan
logaritma alami pada Persamaan (1) diperoleh:

ln Yit = ln[ f (Xit)] + ln vit + uit (2)

Asumsi lain yang digunakan bahwa f (Xit) adalah
fungsi Cobb-Douglas dengan constant return to scale,
yang menunjukkan bahwa terdapat n input yang
menjelaskan basis pajak suatu negara, dan wit =

− ln vit, maka menghasilkan persamaan:

ln Yit = β0 +

n∑
j=1

β j ln Xit + uit − wit (3)

dengan Yit adalah rasio penerimaan pajak pusat
terhadap PDRB provinsi ke-i pada tahun ke-t; Xit

adalah vektor (1 × K) dari variabel input yang me-
mengaruhi penerimaan pajak dan variabel kontrol
lainnya; β adalah vektor (K×1) dari parameter yang
akan diestimasi; komponen eror didekomposisi-
kan menjadi dua bagian uit dan wit sehingga fungsi
stochastic tax frontier untuk data panel di Indonesia
dapat diestimasi dengan model empiris sebagai
berikut:

ln(Yit) = β0 + β1 ln QUALit + β2 ln PJGit

+ β3 ln BELANJAit + β4 ln PDRBCit

+ β5 ln AGRit + β6 ln DENit + β7 ln RLSit

+ β8 ln TPAKit + β9 ln REGit + uit − wit

(4)

Variabel dependen yang diadopsi dalam peneliti-
an ini yaitu penerimaan pajak pusat dan penerima-
an PDRD. Penerimaan pajak pusat diukur sebagai
rasio antara pajak yang dikelola pemerintah pusat
terhadap PDRB, tidak termasuk penerimaan cu-
kai. Demikian halnya pajak daerah diukur sebagai
rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
Penggunaan penerimaan pajak pusat sebagai prok-
si penerimaan pajak (Yit) masih relevan digunakan
untuk pembandingan tax capacity antardaerah de-
ngan pertimbangan bahwa pajak ini masih dikelola
dan dipungut oleh pemerintah pusat. Selain itu,
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preferensi akan barang publik lokal tidak akan ber-
dampak pada pajak yang dipungut.

Variabel QUAL dan PJG merupakan variabel
yang merepresentasikan tingkat kesediaan infra-
struktur. QUAL diproksikan oleh persentase jalan
berkualitas mapan (baik dan sedang) terhadap total
panjang jalan dan PJG didefinisikan sebagai kera-
patan jalan terhadap 100 km2 luas wilayah. Definisi
kualitas jalan baik dan sedang merujuk pada defini-
si Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut: jalan
baik adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan
dengan kecepatan 60 km per jam dan selama 2 tahun
mendatang tanpa pemeliharaan pada pengerasan
jalan, sedangkan jalan kualitas sedang adalah jalan
yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepat-
an 40–60 km per jam dan selama 1 tahun mendatang
tanpa rehabilitasi pada pengerasan jalan. Panjang
jalan yang digunakan pada penelitian ini tidak dibe-
dakan berdasarkan kewenangannya maupun jenis
material jalan, dengan mempertimbangkan keter-
batasan pengetahuan masyarakat dan kemampuan
membedakan jalan berdasarkan kewenangan. Hi-
potesis hubungan antara ketersediaan infrastruktur
jalan terhadap tax capacity adalah dua arah yang
dapat bernilai positif ataupun negatif. Thoung et al.
(2015) menggunakan panjang jalan sebagai indika-
tor alternatif dengan mempertimbangkan bahwa
jalan mudah diidentifikasi sebagai aset berwujud.
Selain itu, informasi terkait panjang jalan relatif
lebih mudah diakses.

Variabel BELANJA merepresentasikan besaran
alokasi belanja pemerintah urusan pekerjaan umum
sebagai proksi dari belanja infrastruktur yang dila-
kukan oleh pemerintah. Hipotesis hubungan antara
belanja infrastruktur dengan tax capacity adalah po-
sitif. Semakin tinggi belanja infrastruktur, maka
tax capacity di provinsi tersebut akan semakin ting-
gi. Determinan tax capacity dapat dikelompokkan
menjadi tiga yaitu faktor ekonomi, demografi, dan
institusional (Cyan et al., 2013). Untuk penelitian
ini, hanya akan menggunakan faktor ekonomi dan

demografi sebagai determinan sekaligus variabel
kontrol, dengan mempertimbangkan ketidakterse-
diaan data yang dapat digunakan sebagai proksi
faktor institusional. Faktor ekonomi yang diguna-
kan sebagai variabel kontrol yaitu PDRB per kapita
dan persentase PDRB sektor yang relatif sulit dipa-
jaki, yaitu sektor pertanian, sedangkan variabel de-
mografi yang dipilih adalah kepadatan penduduk,
tingkat pendidikan, tingkat partisipasi angkatan
kerja, dan kepatuhan administrasi pajak.

Variabel PDRB per kapita (PDRBC) adalah proksi
dari tingkat pembangunan di provinsi i pada tahun
t, dengan nilai yang digunakan adalah logaritma
natural dari PDRB masing-masing provinsi. PDRB
per kapita telah banyak digunakan sebagai dasar
dari penentuan basis pajak dalam rangka pemu-
ngutan pajak. Variabel AGR menunjukkan persen-
tase PDRB sektor pertanian terhadap PDRB total.
Variabel ini mengontrol pengaruh dari strukur per-
ekonomian di provinsi tersebut. Sektor pertanian
termasuk pada sektor yang hard-to-tax sehingga hi-
potesis hubungan tax capacity dengan nilai tambah
sektor pertanian adalah negatif (Leuthold, 1991).
Alasan lainnya adalah produk dari sektor pertanian
mendapatkan exemption, yaitu semakin besar per-
sentase PDRB sektor pertanian, akan menurunkan
tax capacity dengan asumsi sektor pertanian dido-
minasi oleh pertanian rakyat. Selain itu, variabel ini
menggambarkan pula besaran sektor informal.

Variabel kepadatan penduduk (DEN) digunakan
sebagai variabel kontrol demografi. Kepadatan pen-
duduk dihipotesiskan berhubungan positif dengan
tax capacity. Penduduk yang terkonsentrasi pada
suatu wilayah akan memudahkan dalam hal pro-
ses pemungutan pajaknya dan daerah yang padat
penduduk akan menekan biaya pemungutan pajak.
Variabel RLS atau rata-rata lama sekolah menun-
jukkan tingkat pendidikan. Variabel ini mengontrol
pengaruh yang mungkin ditimbulkan dari pendi-
dikan dan pengetahuan masyakarat akan penting-
nya perpajakan. Hubungan antara variabel RLS dan
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tax capacity dihipotesiskan positif. Semakin tinggi
tingkat pendidikan, akan mendorong peningkatan
tax capacity.

Variabel TPAK adalah variabel tingkat partisi-
pasi angkatan kerja. Penggunaan variabel TPAK
menggambarkan basis pajak dan tingkat kemudah-
an pemungutan pajak sehingga variabel ini dihi-
potesiskan mempunyai hubungan positif dengan
tax capacity. TPAK memberikan indikasi besarnya
persentase penduduk usia kerja yang aktif secara
ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi
TPAK, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula
pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia
untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu
perekonomian. Variabel kontrol lainnya yang di-
gunakan adalah variabel tingkat kepatuhan (REG)
yang diukur dengan tingkat kepatuhan administra-
si, yaitu pertumbuhan kepemilikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). Tingkat kepatuhan pajak ber-
hubungan positif dengan tax capacity. Dengan kata
lain, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat,
akan mendorong peningkatan tax capacity di daerah
tersebut.

Periode penelitian adalah tahun 2011–2016 de-
ngan mempertimbangkan ketersediaan data. Pada
periode ini, data perpajakan telah mengalami pe-
ningkatan kualitas dan konsistensi disebabkan pada
2011 seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) di Indonesia telah mengaplikasikan Sis-
tem Informasi Perpajakan yang sama. Data yang
digunakan berasal dari publikasi BPS, meliputi
Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Statistik Keu-
angan Pemerintah Kabupaten/Kota, Statistik Indonesia,
Statistik Transportasi Darat Indonesia, Produk Domestik
Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia menurut
Lapangan Usaha, Data Penerimaan Pajak Pusat, dan
Data Keuangan Daerah. Fokus penelitian ini adalah
penerimaan pajak pusat (tidak termasuk penerima-
an dari cukai) dan pajak daerah. Pada kurun waktu
2011-2016, terjadi penambahan 1 (satu) provinsi
baru yaitu Kalimantan Utara tepatnya pada 2012

yaitu hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur.
Akan tetapi, statistik wilayah Kalimantan Utara ini
hanya tersedia pada 2015–2016 sehingga analisis
menggunakan panel unbalanced.

Hasil dan Analisis

Bagian berikut memaparkan statistik deskriptif un-
tuk seluruh variabel dependen dan independen
dengan total observasi selama tahun 2011–2016
adalah 200 observasi. Dari tabel statistik deskriptif,
dapat diketahui bahwa penerimaan pajak masih
didominasi oleh pajak pusat.

Rasio pajak pusat antarprovinsi bervariasi antara
1,13–52,09% dengan rata-rata 4,97%. Hal ini mem-
berikan indikasi bahwa terdapat ketimpangan da-
lam hal penerimaan pajak antarwilayah. Demikian
halnya dengan rasio pajak daerah yang bervaria-
si antara 0,4–2,9% dengan rata-rata nasional 1,0%.
Rata-rata rasio pajak daerah selama kurun waktu
2011–2016 relatif stabil pada kisaran 1,0%. Semen-
tara itu, kualitas infrastruktur jalan yang diukur
sebagai persentase panjang jalan dengan kondisi
baik dan sedang terhadap panjang jalan secara kese-
luruhan, pada kurun waktu yang sama relatif tidak
mengalami perubahan, kecuali pada 2016. Hal se-
rupa juga berlaku untuk kuantitas atau panjang
jalan yang diukur sebagai persentase panjang jalan
secara keseluruhan terhadap 100 km2 luas wilayah,
yang relatif stabil selama kurun waktu 2011–2016
dan relatif tidak terdapat perubahan secara agre-
gat nasional. Rata-rata panjang jalan di Indonesia
adalah 76,68 km setiap 100 km2 luas wilayah, se-
dangkan untuk variabel BELANJA terdapat missing
data sejumlah 17 observasi sehingga untuk analisis
akan digunakan panel unbalanced.

Tabel 3 menunjukkan ringkasan hasil estimasi
model tax capacity untuk jenis pajak pusat, pajak
pusat II, pajak provinsi, dan pajak kabupaten/kota.
Pajak pusat adalah penerimaan pajak pusat yang
pengelolaannya dilakukan oleh DJP yang dibayar-
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Tabel 2: Statistik Deskriptif

Variabel Obs. Mean Std. Dev. Min. Maks.
Variabel dependen
Rasio pajak pusat 200 0,050 0,081 0,011 0,521
Rasio pajak Provinsi 200 0,010 0,004 0,003 0,029
Rasio pajak Kabupaten/Kota 200 0,005 0,005 1,000 0,033
Variabel independen
Kualitas jalan (%) 200 64,83 8,03 43,78 85,95
Panjang jalan (km) 200 76,68 177,35 5,06 1,068,36
Belanja PU (dalam ribu Rp) 183 757.245.293 814.364.730 1.693.723 5.546.000.777
PDRB per kapita (Rp) 200 43.048.299 35.598.334 10.194.010 211.830.970
PDRB sektor pertanian (%) 200 20,13 9,67 0,09 42,65
Kepadatan penduduk (per km2) 200 713,34 2.566,18 8 15.478,00
Rata-rata lama sekolah (tahun) 200 7,88 0,97 5,60 10,88
Partisipasi angkatan kerja (%) 200 68,67 3,69 61,58 79,6
Kepemilikan NPWP 200 778.222 1.089.307 50.614 6.248.335

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 3: Ringkasan Hasil Estimasi Tax Capacity Menurut Jenis Pajak

Variabel dependen: Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
ln tax ratio Pajak Pusat Pajak Pusat II Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota
Variabel independen:
Panjang jalan -0,114 -0,129 0,273*** 0,306***

(-0,97) (-1,08) -3.900 -3.610
Belanja PU 0,0264** 0,0251* 0,0412** 0,0288*

(2,090) (1,960) (2,290) (1,690)
PDRB per kapita 0,213** 0,262** 0,748*** 0,463***

(2,120) (2,180) (5,750) (4,540)
PDRB sektor pertanian -0,233*** -0,053 0,422* 0,198

(-2,690) (-0,350) (1,880) (1,320)
Pendidikan 2,343*** 2,266*** 1,944** 1,354**

(4,770) (4,250) (2,440) (2,160)
Partisipasi angkatan kerja -0,995** -0,973** 0,097 -0,288

(-2,31) (-2,22) (0,15) (-0,48)
Kepadatan penduduk -0,075 -0,083

(-0,67) (-0,85)
Kepemilikan NPWP 0,267*** 0,268***

(4,320) (3,920)
Konstanta -15,24*** -15,55*** -16,99*** -11,49***

(-15,51) (-14,87) (-14,06) (-10,31)
sigma2 0,739 0,651 0,679 0,273
gamma 0,990 0,988 0,977 0,948
Log likelihood 99,74 99,94 41,05 54,39
Observasi 183 183 180 180

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%;
** signifikan pada taraf 5%;
* signifikan pada taraf 10%
t-statistik ditunjukkan di dalam kurung

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

kan oleh seluruh pembayar pajak tanpa pengecua-
lian, sedangkan pajak pusat II adalah penerimaan
pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh DJP
tanpa memperhitungkan penerimaan yang bera-
sal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar (large
tax office/LTO) dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
(medium tax office/MTO). Hal ini dilakukan dengan

mempertimbangkan keterbatasan data bahwa da-
ta pembayaran pajak di KPP LTO dan KPP MTO
tidak dapat disebarkan di provinsi di mana masing-
masing pembayar pajak berdomisili. Ketersediaan
infrastruktur jalan dapat mendorong peningkat-
an tax capacity pajak daerah. Hal ini ditunjukkan
oleh koefisien hasil estimasi yang signifikan. Hasil
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analisis dengan memperhitungkan variabel kontrol
belum dapat mengonfirmasi adanya hubungan an-
tara kualitas infrastruktur jalan dengan rasio pajak
pusat untuk kasus di Indonesia. Hasil ini berla-
ku untuk kedua model, baik dengan memasukkan
penerimaan pajak dari LTO dan MTO (model 1)
maupun dengan mengecualikan penerimaan pajak
dari LTO dan MTO (model 2). Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian Wardana (2017) di Indonesia un-
tuk level kota/kabupaten tahun 2011. Hal tersebut
dapat terjadi di Indonesia disebabkan Indonesia ti-
dak memiliki sistem transportasi yang terintegrasi,
termasuk transportasi publik massal, manajemen
lalu lintas, fasilitas parkir, dan sebagainya (Leung,
2016).

Perbedaan geografis antarprovinsi juga menjadi
penentu dominasi infrastruktur. Kontribusi atau
dominasi infrastruktur jalan tidak lagi berlaku di
daerah atau provinsi yang berbentuk kepulauan.
Kontribusi infrastruktur pelabuhan laut ataupun
pelabuhan udara mungkin lebih besar daripada
infrastruktur jalan dibandingkan dengan daerah
yang kondisi geografisnya berbentuk daratan.

Faktor lain yang memiliki pengaruh yang signi-
fikan terhadap rasio pajak pusat di antaranya PDRB
per kapita dan kepatuhan perpajakan. Hasil esti-
masi pada Tabel 3 mengonfirmasi hipotesis bahwa
PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap tax
capacity pada α = 5%. PDRB per kapita menunjuk-
kan skala ekonomi suatu daerah merupakan faktor
yang paling memengaruhi tax capacity (Fattahi et al.,
2015). Semakin tinggi pendapatan per kapita sua-
tu provinsi, akan semakin tinggi pula tax capacity
di provinsi tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa
semakin maju suatu provinsi, akan semakin luas
basis pajak yang diharapkan dapat meningkatkan
tax capacity.

Demikian halnya dengan variabel kepatuhan per-
pajakan dan tingkat pendidikan menunjukkan hu-
bungan positif dengan tax capacity. Koefisien varia-
bel kepemilikan NPWP sebagai proksi kepatuhan

administrasi menunjukkan bahwa peningkatan ke-
patuhan perpajakan masyarakat berbanding lurus
dengan peningkatan tax capacity. Hasil estimasi vari-
abel tingkat kepatuhan administratif menunjukkan
hubungan yang positif dengan tingkat penerimaan
pajak yang signifikan pada α = 1%. Hal ini sejalan
dengan teori Fauvelle-Aymar (1999) yang menya-
takan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat akan
membatasi terjadinya erosi pada basis pajak. Hu-
bungan positif antara variabel tingkat pendidikan
dengan tax capacity menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan akan menentukan tingkat kepedulian
dan pengetahuan tentang pentingnya pajak. Selain
itu, hubungan positif memberikan indikasi bahwa
masyarakat yang terdidik akan lebih mudah untuk
memahami administrasi perpajakan sehingga pada
akhirnya akan mendorong peningkatan tax capacity.

Hasil estimasi tax capacity pajak provinsi menun-
jukkan adanya hubungan positif antara variabel
panjang jalan dengan tax capacity pajak provinsi.
Pembangunan atau penambahan jalan akan men-
dorong peningkatan nilai potensi pajak provinsi
yang didominasi oleh pajak kendaraan bermotor.
Demikian halnya dengan variabel belanja infra-
struktur, hasil estimasi pun mengonfirmasi adanya
hubungan positif dan signifikan dengan tax capacity.
Variabel kontrol pendapatan per kapita menunjuk-
kan hubungan positif dan signifikan sesuai dengan
ekspektasi. Tingkat pendidikan sebagai salah satu
ukuran tingkat pembangunan dan pengetahuan
masyarakat memiliki hubungan positif signifikan
dengan tax capacity.

Hasil estimasi model tax capacity pajak kabupa-
ten/kota menunjukkan adanya hubungan antara
infrastruktur fisik, yaitu panjang jalan dengan tax
capacity. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keberadaan
jalan akan mendorong peningkatan nilai properti
di sepanjang jalan tersebut yang selanjutnya meme-
ngaruhi pajak daerah, khususnya terkait Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB). Determinan tax capacity pajak
kabupaten/kota, di antaranya belanja pemerintah,
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PDRB per kapita, PDRB sektor pertanian, dan ting-
kat pendidikan. Perlu dicermati bahwa terdapat
perbedaan arah hubungan PDRB sektor pertanian
dengan pajak pusat (model 1 dan 2) dan hubungan
PDRB sektor pertanian dengan pajak daerah (mo-
del 3 dan 4). Perbedaan ini berhubungan dengan
jenis pajak yang dipungut atau yang menjadi kewe-
nangan masing-masing pemerintahan. Pada model
pajak pusat, PDRB sektor pertanian berpengaruh
negatif terhadap tax capacity yang dapat dijelaskan
bahwa sebagian besar produk pertanian tidak ter-
masuk barang yang dikenakan pajak (disebut juga
non-BKP) sehingga tidak terdapat potensi pajak
di dalamnya, khususnya Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Selain itu, sebagian besar pelaku di sektor ini
tergolong sektor informal dan sektor yang sulit un-
tuk dipajaki (hard-to-tax), khususnya terkait pajak
penghasilannya. Semakin besar sektor pertanian di
suatu daerah, akan berdampak pada semakin kecil-
nya potensi pajak pusat di daerah tersebut. Berbeda
dengan pajak daerah, semakin besar kontribusi sek-
tor pertanian di suatu daerah, akan meningkatkan
potensi atau kapasitas pajak daerah tersebut. Seba-
gai contoh, peningkatan produksi pertanian akan
mendorong peningkatan nilai properti, baik nilai
tanah maupun bangunan, di mana sektor pertanian-
nya mengalami perkembangan. Peningkatan nilai
properti tersebut dapat mendorong peningkatan
pajak bumi dan bangunan di daerah tersebut.

Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi hubungan infra-
struktur jalan dengan tax capacity pajak pusat dan
daerah, dengan menggunakan data panel level pro-
vinsi dengan periode 6 tahun. Pendekatan yang
digunakan adalah analisis stokastik frontier meng-
gunakan dua indikator yaitu (1) indikator fisik in-
frastruktur jalan yang diukur dengan panjang jalan
dan kualitas jalan dan (2) indikator belanja infra-
struktur spesifik urusan pekerjaan umum. Estimasi

menggunakan data penerimaan pajak di 34 provinsi
periode 2011–2016, yang hanya mengonfirmasi hu-
bungan positif antara belanja infrastruktur dengan
tax capacity untuk jenis pajak pusat. Faktor skala
ekonomi dan administrasi perpajakan secara signi-
fikan menunjukkan pengaruh positif terhadap tax
capacity pajak pusat. Provinsi yang lebih kaya akan
cenderung memiliki potensi untuk membayar pajak
lebih tinggi. Akan tetapi, semakin besar dominasi
sektor pertanian dalam perekonomian suatu pro-
vinsi, maka terdapat kecenderung mengurangi tax
capacity pajak pusat di provinsi tersebut. Demikian
halnya faktor administrasi perpajakan. Peningkatan
kepemilikan NPWP yang menunjukkan kepatuh-
an administratif menggambarkan perluasan basis
pajak dan selanjutnya meningkatkan tax capacity.

Hasil estimasi untuk pajak daerah menunjukkan
bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mendo-
rong peningkatan tax capacity, baik pajak daerah
provinsi maupun kabupaten. Demikian juga halnya
dengan faktor belanja pemerintah yang menunjuk-
kan hubungan positif. Dengan kata lain, selain dari
aktivitas sektor privat, aktivitas pemerintah dapat
mendorong peningkatan tax capacity. Faktor lain-
nya yang diidentifikasi memiliki hubungan positif
dengan tax capacity pajak provinsi yaitu pendapatan
per kapita, persentase PDRB sektor pertanian, dan
tingkat pendidikan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini ada-
lah terkait jumlah observasi, periode observasi, dan
jenis tax capacity. Terbatasnya jumlah observasi seba-
gai akibat pengunaan data agregat tingkat provinsi
dan pendeknya periode data dapat menyebabkan
bias pada saat estimasi model. Saran untuk peneli-
tian berikutnya dapat dilakukan pada level agregat
yang lebih kecil, misal level kabupaten/kota, dengan
periode data yang lebih panjang.

Keterbatasan lainnya adalah tax capacity yang
diukur adalah tax capacity pajak pusat secara kese-
luruhan. Penelitian tax capacity per jenis pajak akan
dapat menangkap perubahan basis pajak secara
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spesifik dalam satu kerangka analisis. Selain itu,
penelitian ini mengasumsikan bahwa jalan adalah
barang publik yang disediakan oleh pemerintah,
tanpa memasukkan jenis barang publik lainnya,
khususnya dari jenis infrastruktur transportasi ma-
upun investasi infrastruktur yang dilakukan oleh
pihak swasta. Selain itu, penelitian ini tidak menga-
mati pengaruh infrastruktur pada jangka panjang
serta hubungan sebaliknya (reverse causality) antara
tax capacity dengan belanja pemerintah maupun
antara tax capacity dengan penyediaan infrastruktur
sehingga perlu dipertimbangkan pada penelitian
selanjutnya.
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